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Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi ketersediaan atas 

kebutuhan kanal frekuensi radio siaran Frequency 

Modulation dan penyempurnaan penataan kanal 

frekuensi radio sebagai akibat terjadinya perubahan 

wilayah administratif di Indonesia yang berdampak pada 

perubahan wilayah layanan penyelenggaraan radio 

siaran Frequency Modulation secara nasional, Peraturan 

Menteri Perhubungan KM. 15 Tahun 2003 tentang 

Rencana Induk (Masterplan) Frekuensi Radio 

Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus  untuk 

Keperluan radio siaran FM (Frequency Modulation) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 

13/PER/M.KOMINFO/08/2010 tentang Perubahan 

Kedua atas Keputusan Menteri Perhubungan KM.15 

Tahun 2003 tentang Rencana Induk (Masterplan) 

Frekuensi Radio Penyelenggaraan Telekomunikasi 
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Khusus  Untuk Keperluan Radio Siaran FM (Frequency 

Modulation) perlu diganti;    

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Komunikasi dan Informatika tentang  Rencana 

Induk Frekuensi Radio untuk Keperluan Penyelenggaraan 

Radio Siaran  Frequency Modulation; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang 

Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3881); 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang 

Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4252); 

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang 

Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang 

Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3981); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang 

Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
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Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4485); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang 

Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta 

(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2005 

Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4566); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang 

Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran 

Komunitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4567); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara bukan 

Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan 

Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5749);  

11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96); 

13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 39 

Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendirian dan 

Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran 

Komunitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 1018); 

14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 

Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 103); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

TENTANG RENCANA INDUK FREKUENSI RADIO UNTUK 

KEPERLUAN PENYELENGGARAAN RADIO SIARAN 

FREQUENCY MODULATION. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal  1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Alat Telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan 

yang digunakan dalam bertelekomunikasi. 

2. Perangkat adalah sekelompok alat telekomunikasi yang 

memungkinkan bertelekomunikasi. 

3. Pemancar Radio adalah alat telekomunikasi yang 

menggunakan dan memancarkan gelombang radio. 

4. Stasiun Radio adalah satu atau beberapa perangkat 

pemancar atau penerima atau gabungan dari perangkat 

pemancar dan penerima termasuk alat perlengkapan 

yang diperlukan di satu lokasi untuk menyelenggarakan 

komunikasi radio. 

5. Spektrum Frekuensi Radio adalah kumpulan pita 

frekuensi radio. 

6. Pita Frekuensi Radio adalah bagian dari spektrum 

frekuensi radio yang mempunyai lebar tertentu. 

7. Kanal Frekuensi Radio adalah bagian dari pita frekuensi 

radio yang ditetapkan untuk suatu stasiun radio. 

8. Frequency Modulation yang selanjutnya disingkat FM 

adalah suatu metode pengiriman sinyal informasi dengan 

cara menumpangkan sinyal informasi melalui gelombang 

pembawa (carrier) dengan cara memodulasi  frekuensi 

radio. 

9. Alokasi Frekuensi Radio adalah pencantuman pita 

frekuensi radio tertentu dalam tabel alokasi spektrum 

frekuensi radio Indonesia dengan tujuan untuk 

digunakan oleh satu atau beberapa dinas radio 
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komunikasi teresterial atau dinas radio komunikasi 

ruang angkasa berdasarkan persyaratan tertentu. Istilah 

ini wajib diterapkan pula untuk pita frekuensi radio 

terkait. 

10. Penetapan (assignment) Pita Frekuensi Radio atau Kanal 

Frekuensi adalah otorisasi yang diberikan oleh suatu 

administrasi, dalam hal ini Menteri kepada suatu stasiun 

radio untuk menggunakan frekuensi radio atau kanal 

frekuensi radio berdasarkan persyaratan tertentu. 

11. Izin Stasiun Radio untuk penggunaan spektrum 

frekuensi radio dalam bentuk kanal yang selanjutnya 

disebut ISR adalah izin penggunaan dalam bentuk Kanal 

Frekuensi Radio berdasarkan persyaratan tertentu.    

12. Effective Radiated Power yang selanjutnya disingkat ERP 

adalah hasil kali dari daya yang diberikan ke antena 

dengan penguatan (gain) relatif terhadap antena dipole 

setengah gelombang. 

13. Effective Height Above Average Terrain yang selanjutnya 

disingkat EHAAT adalah ketinggian efektif suatu antena 

pemancar yang dihitung dari rata-rata permukaan tanah 

yang berada diantara 3 km sampai dengan 15 km dari 

lokasi pemancar. 

14. Frekuensi Radio Pemisah adalah besaran spasi kanal 

yang digunakan antara LPP/LPS dengan LPK.  

15. Wilayah Layanan (service area) adalah wilayah 

penerimaan stasiun radio yang diproteksi dari gangguan 

(interference) sinyal frekuensi radio lainnya. 

16. Pusat Wilayah Layanan adalah titik referansi yang 

digunakan untuk menentukan batasan terluar dari suatu 

wilayah layanan. 

17. Lembaga Penyiaran Komunitas Radio yang selanjutnya 

disebut LPK Radio adalah lembaga penyiaran radio yang 

berbentuk Badan Hukum Indonesia, didirikan oleh 

komunitas tertentu, bersifat independen, dan tidak 

komersial, dengan daya pancar rendah, luas jangkauan 

wilayah terbatas, serta untuk melayani kepentingan 

komunitasnya. 
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